
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1816, 2016 KEMENHUB. Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi. Tarif. Perubahan. 
 

PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 145 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN  

PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas 

antarprovinsi telah ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 

tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi; 

b. bahwa guna terwujudnya Coastal Shipping dan 

mendukung angkutan logistik serta mendorong sektor 

pariwisata perlu membuka Lintas Penyeberangan 

baru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan              

Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan 

Penyeberangan Lintas Antarprovinsi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 75); 

4. Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri  Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 633); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 

2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 497) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 

tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas 

Antarprovinsi; 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun  

2003 tentang Mekanisme  Penetapan  dan Formulasi  
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Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme 

Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 367); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENTANG 

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS 

ANTARPROVINSI. 

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan 

Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 497), menjadi tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 November 2016 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

    PERATURAN  MENTERI  PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 145 TAHUN 2016 

1. Lintas Penyeberangan : MERAK   -   BAKAUHENI

J a r a k : 15  Mil

 A. PENUMPANG KELAS EKONOMI

1 Penumpang Dewasa Per orang 9,375

2 Penumpang Anak Per orang 4,335

 B. KENDARAAN

1 Golongan   I Per Unit 14,400

2 Golongan   II Per Unit 32,900

3 Golongan   III Per Unit 86,400

4 Golongan   IV

-    Kendaraan Penumpang Per Unit 285,000

-    Kendaraan Barang Per Unit 254,400

5 Golongan   V

-    Kendaraan Penumpang Per Unit 633,400

-    Kendaraan Barang Per Unit 531,800

6 Golongan   VI

-    Kendaraan Penumpang Per Unit 1,078,500

-    Kendaraan Barang Per Unit 779,800

7 Golongan   VII Per Unit 1,121,300

8 Golongan   VIII Per Unit 1,709,300

9 Golongan   IX Per Unit 2,675,300

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2016 TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR

PROVINSI

TARIF (Rp.)No JENIS MUATAN SATUAN
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